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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah uraikan 

mengenai Pelaksanaa Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pembeli 

DiPasar Rakyat Kota pekanbaru, Maka kesimpulan yang dapat penulis 

kemukakan sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di pasar rakyat adalah suatu 

hal yang penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan 

perlindungan yang layak dalam kegiatan jual beli di pasar rakyat. Seperti 

yang disebutkan dalam Pasal 4 Huruf (b) tentang Perlindungan Konsumen 

menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak untuk  memilih barang dan 

atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hukum perlindungan 

konsumen itu sendiri bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen, 

mencegah praktik bisnis yang merugikan konsumen, serta memberikan 

mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dan penjual. 

2. Banyak kendala dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen di 

pasar rakyat yang membuat lembaga dan pemerintahan tidak terlalu efektif 

dalam pelaksanaannya. Adapun kendala tersebut yaitu kendala lembaga 

atau institusi, pendanaan, peraturan, kurangnya sosialisasi terhadap 

masyarakat, kurangnya pemahaman dari badan peradilan terhadap 

kebijakan perlindungan konsumen. 

3. Tidak sedikit upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kendala 



54 
 

  UNIVERSITAS BUNG HATTA 

 

dalam pelakasanaan hukum perlindungan konsumen, antara lain sosialisasi 

tentang peraturan peeundang-undangan, peraturan hukum transaksi digital 

dari over price, peningkatan kualitas barang dan jasa, pembinaan dan 

penyelenggaraan perlindungan hukum. 

Pemerintah Kota Pekanbaru juga menggunakan beberapa media dalam 

melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan perlindungan 

konsumen, antara lain media massa, media sosial, forum-forum diskusi, 

website resmi, publikasi ilmiah dan lain-lain.  

B. Saran 

1. Agar mendapatkan transaksi yang sehat maka pemerintah yang bekerja 

dibidang perlindungan konsumen harus selalu memberikan sosialisai 

kepada konsumrn lebih tepatnya konsumen yang berada sipasar rakyat. 

Konsumen juga harus mengetahui bahwasannya perlindungan hukum ada 

untuk mereka. 

2. Lembaga perlindungan konsumen harus ada disetiap daerah agar bisa 

memberikan sosialisasi dan juga membatu konsumen. Ketidaktahuan 

konsumen tentang lembaga perlindungan konsumen salah satunya 

dikarnakan kurangnya lembaga perlindungan konsumen disetiap daerah 

terutama didaerah kabupaten, di Riau sendiri baru satu lenbaga 

perlindungan konsumen yaitu BPSK yang bekerja sama dengan pemerintah 

dan juga baru berdiri 2 tahun, agar pelaksanaan perlindungan konsumen 

berjalan dengan baik tanpa adanya kendala. 

3. Adapun upaya untuk ini semua yaitu meningkatkan kualitas pedagang 

dengan cara memberikan pelatihan rutin kepada pedagang mengenai 
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pengetahuan dasar. 
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